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BUPATIBOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMOR

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
l'fOMOR 16 TAHU1'i 2<ne

TEl'ITAl'fG

KEDUDUKAN, SUSOl'fAN ORGANISASJ,
URMAN TUGAS DAN FUNGSI BERTA UTA KER.JA

KECAMATAN DAN KELURABAlf
KABUPATEN BOJONEGORO

DEl'fGAN RABMAT TUHAN YANG MABA £SA

BUPATi BOJONEGORO,

a. bahwa untuk rnewujudkan tata kelola pemertntahan yang
efektif dan eflsien guna meningkatkan produktivitas
kinerja pernerintahan dan pela,yaoan publik, perlu
dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui
penycdcrhanaan struktur organisasi, penyctara.an
jabatan, dan penyesuaian sistem kelja pad a Perangka!
Daerah:

b. bahwa berdasarkan has;1 evaluasi terkait aspek
produktlviLas dan efiaiensi kinerja sertn aspek struktur
crganlsasi Kecamatan dan Kelurahan, seeuai ketentuan
Pasal 21 Peraturan Menltlri DaJam Negeri NOmor 99
Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian
Penataan Perangkat Oaerab, maka perlu dilakuka.n
penyesuuian. I.C.TMdap J'eraturan BupaJi Bojoncgoro
Nomor 76 Tabun 2016 tentang Kcdudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugaa dan Fungs! serta Tala Kerja
Kecamatan dan Kelurahan Kabupateo Bojoncgoro;

c. babwa berdasarkan pcrtimbongan sebagaimana
dimakaud dfllnm buruf a dan hUTUr b, perlu menetapkan
Peraturan Bupatl tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi. Uraian Tugas clan Fungsi serra 'rata Kerja
Kecamatan dan Kelurnhon Kabupaten Bojonegoro:

l.Undang-Undang Nomor 1.2 Tallun 1950 tentang
Pembentnkan Daernh-Daerah Knhupaten/KDtll Oalam
Lingkungan Provinai Jaws Tirnur (Lombaran Ncgara
RepubJik Indonesia Tahun 1950 NomoI' 19, 1'ambahara
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengsn undang-undang
Nomor 2 Tabun 1965 len tang Perubc-than Batas Wilaynh
Kotapreja Sumbozya dan Daerah Tingkal IJ Surubaya
Dengan Mengubah Undnng-Undeng Nomor 12 Tahun
1950, tenLang Pembenurks» Daerah-Daerab Kota Besar
Dalam Ungkungan Provinsi Jawa Timur, Jaw" Tengnh,
Jawa Baral dan Daerah rstimewa Jogyakarta [Lembaran
Negarn. Republlk Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
'rambnhnn Lembaran Negara Republlk Indonesia NomoI'
27301;
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20 I 1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(tembarsn Negam Republik Indonesia Tahun 20 II
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negam Republik
Indonesia Nomor 52341 sebagaimana telah diuban
beberapa keJi, ierakhir dengn:n Undnng-Undang Nomor
13 Tahun 2022 teruang Perubahan Kedua alas Undong·
Undaog Namor .12 Tahun 20U tentang Pembentukan
Perauiran Perundang-undnngan (Lc:mbarOIl Ncgara
RepubJik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Ncgara Republlk.Indcnesla Nomor 6801):

3. Undang-Undang Nomm 5 Tabun 2014 tentang Aparatur
Slpl! Negara [Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun
2014 Nllmor 6, Tambahan Lembaran Ncgara RepubJik
Indonesia Nomar 54941;

4. Undang,Undang Nomor 23 'l'ahun 2014 tentang
Pemerimahan On.raJ, (Lc:mbaran Negara RepubUk
Indonesia Tahun 2014 NOnlor 224, Tambahan l.emboran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) aebagaimana
l.elah diubah beberape kali, terakhir dengan Undang·
Undang Nomor 9 Tahun 2015 reruang Perubahan Kedua
Alas Ondang-Undang Nomar 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lc:mbaran Negara Republil<
Indonesia Tabun 2015 Nomar 58, Tambahan Lembaran
Negars Republik lndcneaie Nomer 5679);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 rentang Penetapan
Peraruran Pemeri11tah Pengganti Onda11g-Undang Nomor
2 Tabun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negare
Republik Indonesia 'l'ahw) 202."1Nomor 4 J. 'l'ambahan
Lembaran Negara Republlk tndonesla Nomor 6856);

6. Perauiran Pemerintah Nomor 18 'l'abun 2016 tentang
Perangkat Daerah [Lembaran. Negara RepubUk Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lc:mbomn Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebegaimana tclah
diubah dcngan Peraturan Pemcrintah Nomar 72 Tahun
2019 tenrang Perubahan Atas Peraturnn Pemerintah.
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembnran Negara RepubUk Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, 'i'ambahan Lembaran Negnm Republik
Indonesia Nomor 6403);

7. Peraturan Preslden Nomor 87 Tabun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
20 t I tentang Pembcntukan Pcraturan Perundang-
undangan (Lembamo Negare Republik Indonesia 'I'ah'-!"!"
2014 Nomar 199) sebagalmena tclab diu bah dengan
Peraturan, Presiden Nomor 76 Tabun 2021 l.<:nuUlg
Perubahan Alas Peraturao Preeiden Nomor 87 Tahun
2014 tenrang Peraturan. Pelaksanaan Undang-Undang
NomOT 12 rabun 2011 tentang Pcmbenrukan Peraturan
Perundang-undangen (Lc:mbaran Negara RepubJik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1£\6);
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8. Peraturan Menter! Dalam Negeri Nomnr 80 Tahun 2015
tentang Pcmbenrukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik tndonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
S<!bagaimana lelah diubeh dengan Peraturan Menteri
Dalam NoSed Nomar 120 Tahun 20J8 tentang
Perubahan A13s Peraturan Menter! Dalam Ncgeri Nomor
80 Tahun 2015 lCntang Pernbenrukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indcnesla Tahun 2018
Nomor 157);

9. Pcrnturnn Menteri Ptmdayagunaan Aparatur Negara dan
Refermasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 teo tang
Sistem Korja Pada lnstansi Pemerintah untuk
Penyederhanean Birokrasi (Borita Negara Republik
Jndoneeia Tahun 2022 Nomor 184);

10. Peraturan Mentori Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Rcforrnaal Birokrasi Nomar 45 Tahun 2022 tentang
Jabatan Pelaksana ?ogawai Negeri Sipll di Lingkungan
lnstans! Pernerintah (Berita Negarll Republik Indonesia
'Tuhun 2022 Nomor 10'17);

U . Pemturnn Mlllltnri Pendayagunrum Apamtnr Negnra dan
Reformasl Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Jabatan Fungsional (Borita Negara Rcpublik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 54);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomar 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bojcnegoru (Lembaran
Deetab Kabuparen Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16)
sebagaimana telah dlubah beberapa ksli. terakhir dengan
Pernturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nocnor 8 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua Aias Peraturan Oaerah
Kabupaten Boionegoro Nornor 13 TahlJ.o 2016 ten tang
Pembentukan dao Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabuparen
Bojonegoro Tahun 2021. Nomor 8);

M.EMUTUSKAN:

Menc(Apkun ; PE:RATURAN BUPATI TENTANG KEOUDUKAN. SUSUNAN
ORGANlSASI. URMAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN
BOJONEGORO.

BAB I
lOi:l'ENTUAN UMUM

Pasall

Dalam Peraturan Bupali ini yang dimaksud dengao:
1.Pemeriotahan Daerah adalah Penyelenggnrnnn Urusan

Pernerintahan oleh Pemerintah Oacrah dan Dewan
Perwaldlnn Rakyat Dacrah mcnUTUL asas ctonomi dan
rugas pembantuaa dengan pdnsip otonomi seiues-
JUOBnya dal9ro sistem dan prioslp Negan! Kesaruan
Rcpublik Indonesia sebagalmana dimnksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indenesia
rabun 1.945.
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2. Pemerintah Daerah adalab Pemerintah Kabupaten
Bojoncgoro.

3. Daerah adalah Kabuparen Bojonegoro.
4. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
5. Anggamn Pendnpatan dan Belanja Daerah, yang

selanjutnya di&ingkBlAPSD adalah Anggamn Pendapatan
dan Belanjo Daerah Kabupa •.en Bojon¢gt>m.

6. Perangkat Deerah adalah unsur pembanru Bupan dan
Dewan Perwakilan Ra.kyat Doerah Kabupaten Bojonegam
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahnn yang
menjadJ kewenangaa Daerah,

7. Satl.lan Kerja Perangkat Daerah yang sclanjutnya
disingkat SKPO adalah Perangkat Daerah pada
Pemerinlab Kabupatcn Bojonegoro selaku Pengguna
Anggamn/Sarang.

8. Kecamatan ada Ish wilaytih kerja Carnal sebagaJ
PeraogkBl Daerah dalam wilayah Kecamatan.

9. Cwnat adalah Kepala Kecamatan.
lO.Lurah adalah Kepala Kelurahan.
11. Jabatan Fungsienal yang selanjutnyo disingko 1J (\'adalah

sckclompok jahatan yang berisi rungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan puda keahlian. dan keterampllan tertentu,

l2. .rabatan Pelaksa.na ~daJa" sekelcmpok jabatan yang
berisl fungsl dan lUgas pelaksa:nAan kegiamn pelayanan
publik serta admimstrasi pemertntahan dan
pernbangunan.

BASH
KEOUDUKAN DAN SUSUNAN

ORGANISASI KECAMATAN

Bagian Kesatu
KedudukBn

Pasal2

(11 Keea.mallln rnerupakan PerangkBt Daerah sebagai
pelaksana teknis kewlJayaban yang mempunyai wilayah
kerja tertentu,

(2) KCcamalon dibenruk dalam rsngka meningi<alkan
koerdinasi penyelenggaraan pemedntahan, pclayanan
pubUk, dan pemberdeyaan masyarukat Desa dan
Kernrahan.

(3) KccamalBn sebagalmena dJmaksud pads aye! (1)
dlplmpin olch Carnal yang berkedudukan dJ ba.wah dan
bertnnggung Jawab kepada Bupatl melalui Sckr.taris
Daerah,

BaJPan 1{euua
Susunan Organisasl

Pasal3

(11 S1lsunan OrganlllMi Keenmel.a.nlcrdin atas:
u, Crumrt.
b. Sekretariat Kecamatan, membewahi:

1)Sub Bagion Umum, Kepegaw8JBo dan KCLI1lI1g;iJl;
21Sub Beginn Program dnnLapornn.
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c. Seksi Pemerintahan, membawahi Kclompok JabaUln
FungsionaJ dan Pelaksana:

d. Seksi Pembordoyaan Masyarakat, membawabi
Kelompok Jabalan FungsianaJ dan Pelaksnna;

e. Scksi Kesejahlel'MD Rakyal. membawahi Kelompok
JaM,tan Fungsional dan Pelaksana;

f. Seksi Ketenteraman, KetertibM dan Perlindungan
MosyaIakat, membawahi Kclompok Jabalan
Fungslonal dan Pelaksana; dan

g. Kelurahan,
(2) SCkrtlariat Keeamatan dipimpin oleh Sekretaris

Kecamatun yang berada dibawah dan bertaJlggung jawab
kepada carnaL

(3) MUSing-lnASing Seksi dlpimpin oleh Ke~ Seksi yang
berada dibawab dan bertanggung jawab kcpada carnal.

(4) Maslng-masil'lg Sub Baglan dipimpln oleh Kepala Sub
Bagian yang berada di bawab dan bertanggung jawab
kepada Sekreraris.

(5) Bagan Struktur Organisasi KecnmalaD sebagalmana
tercantum daJam Lampiran I yang mcrupakan bagian
tidnk terpisahkan dan Peraturan Bupali .ini.

BAS III
KEDODIJKAN DAN SUSUNAN

ORGANlSASJ KELURAHAN

Bagian KeSllw
Kedudukan

Pasal4

(1) Kelurahan merupakan Perangkat Keorunalan yang
dlbentuk untuk membanru atau meleksanakan sebaglan
tugas Camat.

(2) Kelurahan mempunyai tugas mcnyelenggaral<an urusan
pcmerintahan, pembangunan, dan kemasynrakatan di
ungkat. Kelurahan.

(3) Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang daJam
.melaksanakan tugas dart (ungsinya berkedudukan di
bawab dan bertanggungjawab kepada Camat,

Bagian Kodua
Suaunan Organisasi

Pasal5

(1) Susuoan OtglUlisasll<eluraban. tcrdiri atas:
Q. Lurah;
b. Scktctariat KclurahM;
c. Seksi Ketenteraman, Kctcrtlba.n Umum dan

Pemerintahan, membnwahi Kclompok Jabutan
Fungsional dan Pelaksana:

d. Scksi Pemberriayaan Masyarakat dan Kcsejableraan
Rnkyat, membuwabl Kelompok Jaoolan Fung~ionaJ
dan Pelaksana,
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(2) Sekretariat Kelumhan dipimpin oleh Sekretaris yang
berada dibawab dan bertanggung jawab kepada Lurah.

(3) MlUttng-maslng Seksi dlpimpin oleh Kepala Soksl yang
berada dlbawah dan bertanggung jawab kcprlda Lurah.

(4) Bagan Strulctur Organisasi Kcluruhan scbagaimana
tereantum dalam l..r.unpiran 11yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dan Peratw:anBupati ini.

BABlV
URAIAN TUGAS DAN P'UNOSI KECAMA'l'AN

Bagian Kesaru
Camat

Pnsal6

(1) Carnal meleksonakan togas mengoordinasikan
penyelenggaraan pemerintahan, pclayanan pubJlk, dan
pemberdayaan IllIlS}'tlllikI di tingkru. Kecama:tan.

(2) Dalam rangks mo:luksanakan tugas scbegaimana dimaksud
padn ayar (I), CEuruII menyclenggarakan rung';:
11. pcnyclenggllnUlll urusan pemerintahen umum;
b. pengoordlnasian kcgiatao pcmberdsyaan masyarakst;
c. pctlRWrdinasian upaya penyelenggllJlJilll I<etl:nteraman

dan ketcruoan umum;
<L pengoordinas!an penerapao dan pcnegnl<aro Peraturan

Dserah dan Peraturan Bupoti;
e. pengoordina.sinn pemeliharaan praserana dan sarana

pelayanan umum:
r. pengoordinasian penyelenggaraan kegialan pemerintahan

yang dilalruknn oleh Perangkat, Daerab di tingksl
Kecnmaran;

g. pembinean dan meagawasi penyelenggaraan kcgiatll11
Desa dan/ atau Keluraban;

h. pelaksanaan urusan pemerimahan yang menJadi
kewenangan Kabupaten yang tldak dilaksanaksn oleh
unit kerja Pemcdi1L$h Daerab yang uda til Kecamatan;
dan

i, pclak8M1Uln fungsl lain yang dlpcdnl1lhkarl olch
l'IoratunlJ1 Perundang-undangan.

(3) C8.ma1 daIam melaksanuksn toga. dan I\mgsinya
scbagaimana dlmaksud pada Ilynl (1) dan ayal (2) dibantu
ol"h perangksl Kccrunatan.

(4) Selain mclakBaoakan tugalI dan fungsinya sebaguimnna
dirnaksud, pada ayat (II dan ayat (2), Cnrnnt melaksanakan
tugps ynng dllimpabksn oleh Bupaci untuk melaksanakan
sebegian urusan pemerimahan yang menjadl kcwenangan
Daerah,
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Bagian Kedua
Sekretariat Kecamatan

PasaJ1
(I) Sekreltuiat Kecarnatan mempunyal eugas merencanakan,

melaksanakan, mcngoo.rdina.sikan dan mengendaliken
kegiaten administrasi urnum, kepegawaian,
periengkapan, penyusunnn program dan .keuangan:

(2) DaIAm rangka melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (I), sekretariat Kecarnatan
mempunyai fungsi:
A.. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
b. pengelolaan administrnsi kepcgawulan;
e. pengeic)luo admini,nra"i keuangan;
d. pengetclaan administrnsi perlengkapan;
c. pengelolaen urusan rumah tangga;
(pelaksanann kcordinaei penyusunan program,

anggaran dan Peraturan Perundang-undangan;
g. pelaksanaan koordioasi penyetenggaraan lugas·I1.lgIlS

Seksi;
h. pengelolaan. kearaipan Kecamatan;
i, pelakSRnaan rnonltcring dan evaluasi organlsasi dan

tatalaksana; dan
j, petaksaneen fungsi loon yang diberikan oleh Carnal

terkoit deognn lU8<'tS dan fungsinya,

PasaJS

(I) SUb Bagian Umum, Kcpcgnwnian dan Kcuaogan
mempunyal tueas:
a, melaksanakan pengelolAAo urusan perlc:ngkapan dan

rumah tangga;
b. roelekstanakan pengelolaan urusan tala useha surat

mcnyurat dan kearaipan;
Co melaksanakan pengelaloan lata "saba kepegawaian yang

moliputi pengumpulan c1aUl pegawai, buku induk
pcgnwni, ke.oaikan pangkal, pembinaan karier dan
pensiun pcgawai;

d. melaksenakan penyusunan bahan informam don
perencanaan pegawai:

Co mc:lsksaoakon penyusunan administrasi sena evaluasl
kepegawaian;

f. menytlcoggantkan usaha peningkatan mutu
pengetahuan dan disiplin pegawai;

g. melaksanakan penghimpunan dan pengolahan bahan-
bahan untuk menyusun anggIU'Sll;

h. menyiapkan bahan penyusunan rancangan Anggaran
Pendapetan dan Belanja Daerah;

i. rntJaksanakan peng"lolaart rata usaha keuangan dan
pembukuan realisasi anggamn pendapatan dan belanja;

J. meJaksanakan pcrhiluogan anggaran don vcrifikasi;
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k. menycltmggarakan tala usaha pembaynmn gIIjl pegawal;
I. mengclola keuangan pru:In bclanja pe:tjaIrumn dinas, alat

tulis kantor dan makanan serta minuman;
m, meIa.ksanakan evaluasi dan mcnyusun Iaporan dibidang

keuangan;dan
n. melaksanakan rugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

tcrkait dengan tQgns dan fW1g:sinyn.
(2) Sub Bagian Program dan l..sporan mempunyai tugas:

a. rnelaksanakan pengumpulan dan pengadaan
sistemansasl data untuk bahan penyusunan program;

b. meJaksanakan rugas pengumpuJan dan penyajian data
statistik;

c. menyiapkan ballsn perumusan dan pelaksanaan
penyusunan reneana program;

d. menyiapkan bahan pengelolaan, lnventarisasi,
pengkaJien, dan anal;sjs pelaporan;

e. melaksanekan inventarisaSi basll pengll.wasan dan tindnk
lanjut basil pengawn.san;

r. menyiapkan btiban penyalttnJ!l!ll'll'1tI kcnjallWll8
pengawasan:

g. mcla.ksanakan anallsla dan evaluasl sena pengendaJian
peJaksanaan prognun dan kegiatan;

h. mclaksanakan penghimpuuan dan pengadean
sisttmatisasi data dan rnenyusun dolrurrumtasi Pernturan
Perundang·uI1dangnJl dan haSil pembangunan;

L mclaksanakan pcnyinpan bahnn pembinaan organiaa.i
dan rata laksana: dan

j, mcln.ksanakao tugas fain yang dlbcrlkan oleh Sekretaris
lcrka:iJ. dengan l'Ugas dan fungslnyn.

Bagian Ketiga
Sek~i pada Kecamatan

Pass! 9

(I) Sek,p Pemerintahan. mmnpunyai tugas:
a, menylapkan bahan penyusunan program dan

pembinaan penyelenggaman Perncrintahen Umum dan
DesaI K.cluraJlan;

b. menyiapkan bahan penyusunan program, pemblnaan
adrninistrasl kcpendudukan dan catatan slpll;

c. menyiapkan bahanfasilitasi penaiaan Ocsa/Kelurahan
clan penyusunan Pernturan Des",

d.menyiapkan bahnn fasilltasl penyelen~arnan
kerjasama an tar Desa dan penyelesalan pcrselialhan
antar Oesa/Kclurah.a.n;

e. menyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan
pemUihan Kepala Desa dan Badan Perrnusyawarsten
Desa.;



9

r. menyiapkan bahan penilaian atas laporan
pertanggungjawaban Kepala Desa;

g. menyiapkan bahan pembantuan tcrhadap pelaksanaan
pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang
akan dlpergunakan untuk kepcntingan
pernbangunan, serta peralihan status lanBh dati
tanah negara rnenjadi hllk milik sesual dengan
ketentuan Peraturan Pcrundang-undangan;

h. menyinpkan bahan pengawasan atas tanah-tannh
Negate dan tanah assee Pemerintah Daerah di
wilayah kerjanya;

L menyiapkan bahan pernbantuan daJam hal penetapan
peruntukan, proses pengalihan, dan parubahan status
wnah kekayaan Delli! serta pengoJlhan status tanah
kekayaan Desa yang berubah menjadi Kelurahan;

j. menyiapkan bahan penyusunan program dan
penyclenggaraan pembinaan pelayanan keknynan dan
invcnl.$riSMi Deaal Kelurahan;

k. melaksanakan monltcring dan Inventarlaasi terhadap
setiap kegiatan yang berkaltan dengan penggunaan
tanah terlantor, tanah negara bcbas, dan tanah
timbul di wilayah keIjanya;

I, melalumnaknn pelayanan perizinan; dan
m. mclakaanakao rugas laiD yang dlberlkan eteh Carnat

terkalt dengan tugas dan rungaioya.
(2) Seksi Pernberdayaan Masyaroknt. mempunyai tugas:

8. menyiapkan bahan penyusunan program dan
pernberdayean perekonomian masyarakat
l)esa/Keltl1'llhan, produksi dan distcibusl;

b. menyiapkan bahan perumusan. perencanaan, dan
pengembangan pembangunan Desa/Kclurahan;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan mengakurnulasl
proyek masuk Desa/Kclurahan;

d. menyiapkao bahan koordinas],
pengawasan serta pelaporan
penanggulangan terjadinya
kerusakan lingkungan;

c. menyiapkan bahan penyusunan progrom dan
JlC.iyclcnggaraan pemberdayean kebersihan,
keindahan, pertamanan dan $Micasl lingkungan;

r. menyia pkan bahan penyusunan program dan
penyclenggaraan pemeliharaan sarana dan prasarana
rLSik petayanan umum;

g, melaksanakan pencegnhan alas pengambihut sumber
daya aJarn tanpa i:.:in dan dapal mengganggu serta
membahayakan lingkungan hidup;

h. metaksanekan peodataan potensi Desa/Kelurahan;

pernbinaan dan
langkah-Iangkah

pencemaran dan
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l. rnenyiapkan bahan pcmbinaan kelembagaen
DC<Ia/Keiluahan;

j. melaksannkan sesiallsasi dan monitoring
pmnbangunan Desai KcLumhan;

k. menyiapkaa bahan Iastlltasl pcngcmbangan swadaya
masyeraset dalam pembangunan: dan

I. melaksanakan uigas Lain yang diberikan oleh camae
terkait dengan tugas don fungsinye,

(3) Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai togas:
It. mcnyiapkan bahan penyusunan program banruan

sosial, pemb<lrdayaan kepomudaan, peranan wanlta
dan olahraga;

b. menyiapkan bahan penyusunan program dan
pemberdeyaac kehldupan keagamaan, pendidikan,
kebudayaan dan kesehaLan masyarakar;

c. rnenyiapkan bahan fasilit.o.si penyclenggaman samoa
pendidlkan dan pelayanan keschatan:

d. menyiapiwn bahun koordinasi, pembinaan dan
pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;

c. mc:nyiapkan bahan penanggulangan dan
pengoordlnnslan mnsalah soslal:

t. melaksanakan monitoring, ""aJu8si, dan meloporkan
kondisi scmbako di Desa/Kelurahttn; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camet
terkalt dengan tuga ...dan tUngsinya..

(4) Seksi Ketenreraman, Ketertiban dan Perlindungan
Masyarokot, mempunyai rugas:
Q. melaksanakan eta bill!QS ketentemmon dan ketertiban

m8llYamkat dJ Keoamaw.n;
h. rnenyiopkan bahan pcngoordinasian dcmgan instan,,'

vcrtlkal dan satuan polisi pamong preja dalam
melaksanakan keten teraman, ketertiban umum dan
perlindungan ma8ynraKal~

c. melaksanakan jXll;l"Oli di wilayah Kecamatan terutame.
daerah rawan bencana;

d. menyiapkan bahan penyusunan program, pembinaan,
ldcologi uegara dan kesatuan bangsa:

c. melaksanakan penJagaan aset Kecamatan;
f. rnelaksanakan peneegahan dan pcnangguJang'Ln

penyalahgunaan obat, narkotika, psikntreplka, zat
adiktlf dan bahan borbabaya;

g. mclaksanakan pencegahan dan penanggulangan
bencana alam dan pengungsi;

h. melaksariakan inveruarisasi usaha yang memlliki
perizinan;

i. menyia pkan bahan pemblnaan ketent;emmun,
ketertiban, dan pcrlindungan m&syamkat; dan

J. melaksanakan tugae lain yang diberikan oleh C8mnt
terkait dcng(ln togas dan fungsinya,



II

BABV
UAAIAN TUGAS DIIN FUNOSI KELURAHAN

Bagian Kesatu
Lurah

Pasal10

Lurah mernpunyai rugas.membuntu Carnal dajam:
a. rnelaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
b. melakukan pemberdaynan masyamlcat;
c. melaksanakan. pelaynnan mo.ayam.kot;
d. memclihara ketenteraman dan keteruban umum:
e. mcmelihara sarona dan prasarana serta fasllitas

pelayanan urnnm;
[ melnksanakan tugas lain yang dibcn'kan olch Camat;

dan
g. melsksanaken rugas lain sesuai dcngan ketentuan

Pera 11.lranPerundang-undangan.

Bagian Kedua
Sekretarial Kclurahan

Pasal II

SekrelarUlI Kehrrahan, mempunyai tugas:
8. melaksanakan pengelolaan dan peJayanan admmislra.1

umum:
h.mclnlumna.kan pengclolaan administrasi kepegawaian;
c. melaksanakan pengelolaan admlnistrasi keuangan:
d. meJaksanakan pcngelolaan administraai perlengkapan;
c. melaksanakan pengelolean uru~lnrumah tangga;
f. rnenyiapkan bahan koordinasi penyusunan program,

anggaran dan Peraturan Perundang-undangan:
g. menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan rugas-

mgas seksi;
h. melaksanakan pengeletaan kearslpan KeJumbnn;
1. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan

tataJak$ana; dan
J. melaksanakan tugas Jain yang diberikan oleh Lurah

terlmlt dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kctigfl
Seksi pada Kelurahan

Pasal 12

(ll Seksi Ketenteremnn. Ketertiban Umum dan
Pernerintahan mcmpunyal l\lgliS:
a, menyiapkan bahan penyusunnn program dan

pembinaan pcnyelenggaraan pemerintahan ilmllm

kelurahan dan penyelenggaraan pembinaan
ketenteraman dan ketertiban umum;
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b. menyiaplaln bahan penyusunaa program dan
pemblnaan adminietrasi kopcndudukan dan cataian
sipil;

c. rnenyinpkan ~811 penyusunan program, pembinaan
idcologi negara, kesatuan bangsa dan perlindungan
masyarakat;

d. menyiapkan bahnn penyusunan program dan
penyelcnggarean pemblnaun pelayanan kekayann dan
inventarisasi Kelurahan;

e. mcJaksanaknn kegiaian dalrun ranglal upaya
menciptakan dan meme1ihara ketenteraman dan
ketertiban;

f. menylapkan bahan fasllitaRi daJam pemilihan ketua
JU I RW di wiiayah kerjanya;

g. rnelaksanakan pencegahan dan penanggulangan
bencana aIam dan pengungsi;

h, melaksanakan peneegahan dan penanggulaogan
pcnyalabgunaan obat, narkotlka, psikotropika, zai

adlktlf dan bahan berbahaya;
L melaksanaknn petayanan perizinan;
J. melaksanakan inventarisasi usaha yang mcmiliki

perizinan:
k. melaksanakan inventarisaal dan menjaga scluruh sset

kclurahan; dan
I. melaksanaknn tugas Jain yang dlberikan oJeh Lurah

lcrkail dengan ruga. dan Illngsinyo.
(2) Seksl Pemberdoyann Mnsyarakat dan Kesctiahleraan

Rakyat, mempunyahugee.
a. menylapkan bahan penyusunan program dan

pemberdayaan perekonomian masyaraka.l kclurahan.
produksi dan distribusi;

b. mcnyiapkan bahan penyusunan program dan
pemberduyaan lingkungan hidup;

c. menyiapkan bahan penyusunan program dan
penyelenggaraan pemberdayaan kebersihan,
keindahan, pertamanan d811 sanitesr Iiogkungan;

d. menyiapknn bahan penyusunan program dan
penyclenggaraan pemellharaan sarru:ta dan prasarana
Oslk pelaynrum umum;

e, menylapkan bahan perumusan, pcrencanaan, dan
pengembangan pembangunan di Kelurahanj

f. menyiapkan bahan lmplementasi dan Jasilitasi seluruh
prnyek pembacgunan Kelurahan;

g. manyia.pknn baJ'tan perumusan dan penguatan
kelembagaan yang ada dl Kelumhan:

h. menyiapkan bahan pcngembangan swadaya
masyarakat dalarn pcmbaogunan;
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I. menyiapkan bahan penyusunan Program dan
pembinaan pclayanan serta bantuan sosial,
pembcrdayaan kepemudaan, peranan wanita dan
oJabraga;

J. menyinpkan bahan penyusunan program dan
pembcrdayaan kehidupan keagamaan, penclidiknn,
kcbudaynan dan kesehatan masyarakat,

k. me)aksanakan pcnanggulangao dan pengoordinaslan
masalah sosial:

l melaksanakan monitoring. evaluasi, dan melaporkaa
kondlsi perekoncmlnn Kelurahan: dan

on. metaksanakan tugas lain yang diberikan oleb Lurah
terkait dengan Lug~sdan fung$inYIl.

BABVl
KELOMPOKJAflATAJII FUNGSIONAL

Pasal13

(1) Kc:Jompok JeooLM FungsionaJ terdiri atas sejumlah
tenaga dalam jeojang jabatan fungsionnl yang Lerbagi
dalam bcrhagni kelompok sesuai dengan bidang
keahllannya.

(2) Jenis [enjang dan jttmlah jabatan fungslonal ditetapkan
oleh Supati berdasarkan kebutuban dan beban kerja.
sesuai Peraturan Perundang-undangan,

BAS VTl
TATA KERJA KECAMATAN

?asal14

(I) DaJam meJak..uooskDn tugas pokok dan ruogslnyn. Carnat,
Sekretaris, Kepala Sek.$l. Kepala Sub Bagian dan
Kelompok .Jabatan FungsloJlal dan Pela.ksa.na wajib
rnenerapkan prinsip koordinasi, integrasl dan
sinkronisasi baik delem lingkungan masing-maslng
maupun antar satuan orgo.nisasl ell lingkungan
Pemerintah DaCS'llhserta Inetansi lain dlluar Pemerlntsh
Daerah scsuai dengan tugas pokoknyu rnasing-rnasing.

(21 Cumst ,"«jib mengawasi bawaharmya maslng-maslng don
bila terjadi penyimpangan agar mcngambil lnngkah·
langkah ynng diperlukan,

(3) Sekrctaris bertanggung jawab memhnpin dan
mengoordinasl bawahannya dan memberikan bimbingan
serta pelunjuk bag; pelaksansan tugas bawaba.nnyn.
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(4) Kepala Sek$i dan Kep"la Sub Bagian wajib rnengikuti dan
mematuhl petunjuk dan berranggung jawab pada
atasannya maaing-maslng sena menyumpaikan laporan
berkala tepat waktu.

(5) Dalam mcnyampaikM taporan pertaoggungfawaban
kA:pacla Bupatl, tembusan laporan wajib dlsompailmn
pula kepada Inspektorat Kabupaten Bojonegoro.

BABVln
TATA KERJA KELURJIHAN

PaStlJ 15

(I) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinyn,
Lurah, Sekretarls. Kepala Sek~l dan Kelompok Je batan
Fungslonal dan Pelaksana waJib menernpkan prlrrslp
kocrdinae], inlegraSi dan sinktonilllUl; balk dalam
Ungkungan masing-maeing maupun antar' eatuan
organlaasi dl lingkungen Pemerintah Daerah serta
lnstanai Jaln diluar Pemerintah Daerah seeuai dengan
tugas pokoknya meslng-maaing.

(2) Lurah wajib mengawasi bawahannya masing-masing
dan bllI.I lCl)adi ponylmpaogan agar rncngambillaogkab-
langkah yang dlperlukan,

[3} Lurah bertanggung jawab mcmimpin dan mcngoordlnasl
bewahannys dan memberikan bimblngan serta
petunjuk bagi pelaksanaan rugaa bawabannya.

(4) Kepala Scksi wajib mcngikuti dan mematuhi petunjuk
dan benanggung jawab pada atasannya serta
rnenyampafkan laporan berkala tepat waktu,

(5) Dalam menyampaikan laporan pertarlggungiawaban
kepada Bupau disampatken metalu; Carnat, tembusan
laporan wajib cUsa.mpaikan pula kepada Jnspektoral
Kabupalen Bojonegoro.

BABIX
KETENTUAN PENUTUP

Pssal16

Dengan berlakunya Peraturnn Supati Ini, maka Peraruran
Bupati Bojonegoro NODlor 76 Tabun 2016 leDtang
Ked.udukan. Susunan Organlsasi, Uraisr. Tugas dan F'ungsi
serta Tata Kerjn Keeamawn dan Kelurabnn Kabupatcn
Bojoncgoro (Beritn Daerab Kabupalcn Bojon~goro Tahun
2017 Nomar 331. dicabut dan dlnyatakan tidak berlaku.
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Pasal 17

Peraturan Bupati Ini mulai borlaku pada rangg;>.1
diunclangkBn.
Agar setiop
pengundangan
pcnempatannya
Bojonegoro.

orang mengetahuinye, mcmcrintahkan
Peraturan Bupati in! dengan
dalam Berita Daerah Kabupaten

Dltetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 14 Ap'·" 2023

SUPATI BOJONEGORO,

ANNA MU'AWAlIfAH

Diundangkan ell Bojonegoro
padn tanggal 14 April 2023
SEKRETARlS nAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

DIll. IiIl1RIlL AZIZAB,lIM

BERlTA DAERAR KABtIPA'I'BN BOJOllBOORO TAIlUl'I 2023 NOMOR 16.

Salman sesuai dengan asUnyn
SEKRETARIS DAERAB KABUPATBN BOJONEGORO,

~'MM
Pembina trtama Madya

NIP. 19690405 1988092001
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